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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR t88 / t2r /K/ 4tr.ot3 / 2023

TEI,ITANG
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T9 Tahun 201g
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penerapan pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2OI2;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2Ol2
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perseorangan;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2olg
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2olg
tentang standar Teknis pemenuhan Mutu pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2olg
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun 2a2o
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mernperhatikan : Rekomendasi Tim Penilai Pota Pengelolaan Keuangan Badarr
Layanan umum Daerah Fusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

KEDUA Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU pada:
1. Puskesmas Baron;
2. Puskesmas Bagor;
3. Puskesmas Berbek;
4. Puskesmas Gondang;
5. Puskesmas Jatikalen;
6. Puskesmas Kertosono;
7. Puskesmas Lengkong;
8. Puskesmas l.oceret;
9. Puskesmas Nganjuk;
10. Puskesmas Ngetos;
11. Puskesrnas Ngluyu;
1 2. Puskesmas Ngronggot;
1 3. Puskesmas Patianrowo;
14. Puskesmas Prambon;
15. Puskesmas Pace;
16. Puskesmas Rejoso;
17. Puskesmas Sukomoro;
18. Puskesmas Sawahan;
19. Fuskesmas Tanjunganom; dan
20. Puskesmas Wilangan.
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KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

uai dengan aslinya
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BAGIAN HUKUM,


